
Fast Track
paritas gender:

Dapat Dicapai?



Perjuangan dalam mewujudkan paritas gender
(kesetaraan gender) berbeda-beda untuk masing-masing
negara. 

Sejumlah negara Amerika Latin memiliki pengalaman
menjalankan kebijakan 'fast track' untuk mencapai
paritas gender, yaitu keseimbangan jumlah perempuan
dan laki-laki pada jabatan politik (50:50). 

Bagaimana pengalaman tiga negara, Argentina, Brazil
dan Meksiko dalam menjalankan kebijakan fast track
ini? Hal apa yang bisa direfleksikan dari pengalaman
negara-negara  tersebut? Kemudian bagaimana dengan
Indonesia? 



Kebijakan “Fast Track”  menstimulasi
percepatan tercapainya  paritas gender  
melalui kebijakan afirmatif dan kuota
gender daripada menunggu sampai
puluhan bahkan ratusan tahun untuk
peningkatan bertahap keterwakilan
perempuan di politik. Partai politik sebagai
aktor utama pelaksana terus
mempertahankan hierarki kekuasaan yang
meminggirkan perempuan.

Negara-negara yang menerapkan fast
track seperti Argentina (1991), Meksiko
(1996), dan Brazil (1997) bersedia
menerapkan kebijakan afirmatif untuk
meningkatkan representasi numerik
perempuan karena mengakui adanya bias
gender yang memarjinalisasi perempuan
dalam politik. Kuota perempuan di
Argentina dan Meksiko mencapai paritas
gender atau di ambang 50%



♂
57.6%

♀
42.4%

♂
54.2%

♀
45.8%

Selama 20 tahun, perjuangan menuju paritas gender
dilakukan dengan memperjuangkan penempatan calon
perempuan di posisi yang efektif hingga peningkatan
representasi di legislatif. Hal ini dilakukan dengan
negosiasi, desakan publik, hingga gugatan hukum
(konstitusional).

Pada 2017 Argentina mengeluarkan UU Paritas Gender
dalam Representasi Politik dimana secara hukum telah
mewajibkan komposisi 50% calon perempuan dalam
pemilu. Kini, Argentina menjadi salah satu negara dengan
paritas gender penuh di lembaga legislatif walaupun
persentase perempuan yang benar-benar terpilih masih
dibawah 50% dan belum di seluruh ranah (eksekutif dan
yudikatif) seperti Meksiko.

Argentina merupakan negara pertama di dunia yang
mengambil langkah menuju paritas gender dengan
mengadopsi kuota gender 30% dalam Konstitusi untuk
pencalonan anggota legislatif  perempuan pada tahun 1991.

Majelis Rendah (Legislatif) Majelis Tinggi (Legislatif)

148 109 39 33



♂
80.2%

♀
19.8%

♂
81.9%

♀
18.1%

Brazil juga merupakan negara dengan fast track yang
mengadopsi kuota gender pada pencalonan sebesar 25% pada
1997 yang kemudian dinaikkan menjadi 30% pada tahun 2000.

Namun paritas gender masih
belum tercapai di Brazil
meskipun pencalonan
perempuan terus meningkat.
Jumlah perempuan di
Chamber of Deputies Brazil
hanya 15.2% pada tahun
2021. Ada kenaikan sekarang,
mencapai 18.1%, namun ini
masih sangat rendah.

Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi laju
pertumbuhan keterwakilan perempuan di Brazil masih
lambat. Brazil masih menghadapi perjalanan panjang untuk
mencapai paritas gender di parlemen. Untuk setiap 5 kursi,
masih kurang dari 1 kursi yang diisi oleh perempuan Brazil

Majelis Rendah
(Legislatif)

Majelis Tinggi
(Legislatif)

420

93 16

65



249 251

64 64

Meksiko memulai perjuangan menuju gender
paritas pada 1996 dengan menetapkan kebijakan
agar partai politik mencalonkan 30% perempuan.
Kebijakan ini terus diperkuat pada 2002. Pada
2008, kuota pencalonan diperkuat menjadi 40%. 

Pada 2014 mulai didorong paritas gender
untuk pencalonan legislatif nasional dan
negara bagian, dengan mengadopsi aturan ini
di dalam Konstitusi. 

Tahun 2019 juga menjadi pijakan penting
bagi Meksiko karena terbentuknya
Mujeres en Plural yaitu koalisi
perempuan lintas partai yang
mendorong Kongres untuk menyetujui
kebijakan Gender Parity in Everything.
Kebijakan tersebut mencakup seluruh
jabatan penting negara, termasuk di
bidang hukum, pimpinan partai, hingga
pemerintahan indigeneous
(pemerintahan yang diatur hukum adat).

♀
50.2%

♂
49.8%
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♀
50%

♂
50%

Majelis Tinggi
(Legislatif)



Indonesia mengadopsi kebijakan afirmasi menjelang Pemilu
2004. Kebijakan afirmasi hadir dalam UU Pemilu yang
mendorong minimal 30% pencalonan perempuan di legislatif
semua tingkatan (DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota) dan
UU Partai Politik yang mendorong keterwakilan perempuan
dalam kepengurusan partai politik. Kebijakan afirmasi terus
diperkuat (UU Pemilu mengatur penempatan 1 perempuan
dari 3 calon dalam daftar calon jelang Pemilu 2009, serta
penguatan di PKPU pada 2014 dan 2019). Penguatan
kebijakan afirmasi pada pencalonan perempuan terbukti
mendorong peningkatan pencalonan dan keterpilihan
perempuan di tingkatan DPR RI. 

Tren peningkatan pada pencalonan dan keterpilihan
perempuan di legislatif belum dibarengi dengan jumlah
perempuan yang menduduki posisi strategis baik dalam
kepengurusan di tingkatan partai politik maupun pada alat
kelengkapan dewan (AKD) DPR RI. Padahal, kehadiran
perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dapat
membawa perspektif kesetaraan, keadilan gender serta
kepentingan masyarakat luas. 



Perjuangan mewujudkan paritas gender harus
dilakukan dengan konsisten berdasarkan strategi
jangka panjang 
Menjamin kekuatan hukum dengan mengadopsi
kebijakan afirmatif dalam Konstitusi
Pentingnya aliansi lintas sektor dan negosiasi serta
desakan publik
Partai politik masih menjadi penghambat utama,
upaya mencapai paritas gender tidak bisa
bergantung pada partai

APA YANG BISA DIPELAJARI DARI
ARGENTINA, BRAZIL DAN MEKSIKO? 

Argumen yang menentang paritas gender antara lain:
partai politik mengklaim mengalami kesulitan karena
tidak tersedia perempuan berkualitas untuk
dicalonkan atau ditempatkan pada posisi tertentu. Ini
merupakan pandangan yang bias, padahal kualitas dan
kompetensi tidak pernah ditanyakan kepada laki-laki.

Belajar dari ketiga negara Amerika Latin tersebut,
keberhasilan paritas gender menuntut strategi jangka
panjang, aliansi lintas partai dan aktor, penegakan
hukum yang tegas, serta dukungan publik untuk
memastikan kebijakan kuota benar-benar dijalankan.



WHAT’S NEXT? 
Pengalaman penerapan kebijakan paritas gender di Amerika
Latin nyatanya telah berhasil mendorong peningkatan
signifikan jumlah perempuan di politik, baik di lembaga
legislatif,  eksekutif pada tingkat nasional maupun lokal.
Indonesia juga secara perlahanmengalami peningkatan
keterwakilan jumlah perempuan di legislatif walaupun belum
mencapai 30%. 

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif
perlu terus didorong ke depannya, mengingat trennya terus
mengalami peningkatan namun sebenarnya jumlahnya
masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki.
Mendorong peningkatan jumlah seharusnya dibarengi
dengan penguatan komitmen partai politik sebagai aktor
penting demokrasi untuk terus meningkatkan kapasitas
perempuan yang terjun ke politik.

Reformasi kuota bukanlah ‘obat mujarab’ meskipun jalur
yang dianggap konsisten ini dapat mengatasi
ketidaksetaraan. Para elit partai akan tetap mencari celah
untuk menyiasati aturan kuota (Piscopo & Correa 2024).
Penting untuk perlu terus menjalin sinergitas jaringan
kelompok perempuan dari berbagai kalangan baik politisi
dan masyarakat sipil untuk terus mendukung kebijakan
afirmasi. 
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